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Abstract 
This research aims at answering the related problem of the activities of law implementation 
numbered 35 in the year of 2009 about the drug in Palu town. The method of the research applied 
was the quantitative descriptive through data collection techniques of structured observation, 
questionnaires, interviews and documentations. The informant selective technique used was 
purposive sampling of 50 informants. The results of the research The results of the research 
indicate that the effectivities of the law implementation numbered 35 in the year of 2009 has not 
been adequate with several factors that influence it like: (1) the Law material of number 35 in the 
year 2009 has accommodated the drug criminal act but in fact, the drug criminal act still takes 
place constantly and aggressively in the field, (2) Facilities and infrastructures in exterminating the 
drug in Palu town have not been still adequate, and they need a special addition relating to the 
informational technology, and (3) the law enforcement quality and drug extermination are still 
minus, and communities’ awareness understanding of drug danger less helps the law enforcement. 
Based on the above fact, a conclusion could be drawn that the implementation of the laws 
numbered 35 in the years 2009 in Palu town has not been optimal yet. Therefore, the communities’ 
awareness of drug danger is still low that arouses many misuses of drug in Palu town. 
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Persoalan yang sangat penting kiranya 
untuk membahas mengenai issue 
penyalahgunaan narkotika yang dari dulu 
dirasa tidak pernah berkesudahan. 
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa 
banyak generasi muda bangsa Indonesia yang 
gerak kehidupannya telah dipengaruhi oleh 
narkotika yang seharusnya menjadi suatu 
barang yang kaya akan manfaat positif 
bilamana digunakan dalam berbagai aspek 
keperluan pengobatan dan pengetahuan. 
Sungguh memprihatinkan apabila kita 
melirik kepada tunas-tunas muda bangsa kita 
yang telah terjerumus dan diperbudak oleh 
narkotika melalui jalan penyalahgunaan, 
padahal pemerintah Republik Indonesia hanya 
memperbolehkan penggunaan narkotika untuk 
kepentingan medis dan pengetahuan, dan 
melarang sepenuhnya penggunaan narkotika 
untuk diedarkan ataupun dikonsumsi bagi hal-
hal yang tidak bertanggung jawab secara 
ilegal. Hal tersebut dikarenakan apabila 
narkotika digunakan bebas oleh masyarakat, 
maka efek yang didapat dari penggunaannya 
adalah penurunan pada fungsi otak.Disamping 
itu, penggunaan secara terus menerus juga 
berimbas kepada menurunnya sistem imunitas 
tubuh, bahkan dapat menyebabkan si 
pengguna meninggal dunia akibat 
penggunaan yang berlebihan (overdosis). 
Menurut perspektif hukum positif 
Indonesia, disamping merupakan tindak 
pidana yang dilakukan oleh individu, tindak 
pidana narkotika juga dipandang sebagai 
suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
korporasi yang didalamnya melibatkan 
sekumpulan orang dan kekayaan yang 
terorganisir.Korporasi menurut peraturan 
perundang-undangan narkotika adalah 
kumpulan terorganisasi dari orang atau 
kekayaan, baik merupakan badan hukum 
maupun bukan badan hukum (UU No. 
35/2009, I: 1(21)). Kiranya penting untuk 
selalu di ingat bahwa pemimpin dari 
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penyebarluasan narkotika ilegal adalah 
organisasi-organisasi ilegal yang memiliki 
sumber kekayaan dari hasil pengembangan 
jaringan yang mereka usahakan. 
Dalam rangka pencegahan dan 
pemberantasan narkotika, telah digolongkan 
jenis-jenis narkotika kedalam tiga golongan. 
Penjabaran penggolongan narkotika ini dapat 
ditemui didalam peraturan perundang-
undangan lengkap beserta dengan 
penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
merupakan pengganti dari Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 
Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan 
perkembangan situasi dan kondisi, maka 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 
Tentang Narkotika dicabut dan diganti dengan 
diberlakukannya peraturan baru yaitu 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika. 
Tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika dan pengaruhnya terhadap kondisi 
sosial dan kenegaraan pada akhirnya adalah 
dua hal yang saling mempengaruhi. 
Penyalahgunaan narkotika tidak lagi 
dipandang sebagai kejahatan kriminal biasa, 
karena itu segala peristiwa hukum akibat 
penyalahgunaan narkotika akan berdampak 
sistemik, setara dengan tindak pidana korupsi. 
Karena itu, penyalahgunaan narkoba dapat 
disebut penyimpangan sosial karena dianggap 
melanggar nilai dan norma-norma yang 
berlaku (Akhdhiat; Marliani, 2011: 183). 
Tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika merupakan tindak pidana yang 
bersifat khusus karena diatur secara khusus 
dalam peraturan perundang-undangan selain 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum pidana 
adalah peraturan hukum mengenai pidana. 
Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, 
yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan 
kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak 
enak dirasakannya dan juga hal yang tidak 
sehari-hari dilimpahkan.Selanjutnya, Wirjono 
Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum 
pidana termasuk dalam hukum publik, 
sehingga titik berat berada tidak pada 
kepentingan seorang individu, tetapi pada 
kepentingan umum yang juga dapat 
dinamakan “kepentingan umum” 
(Prodjodikoro, 2003: 14). 
Penyalahgunaan Narkotika sebagai 
kejahatan yang bersifat extra ordinary crime, 
telah menyentuh hingga level-level yang 
bahkan tidak disadari sebelumnya, tidak 
mengenal status sosial dan jenis umur, tidak 
terbatas letak geografis dan lintas Negara. Hal 
inilah yang menyebabkan Narkotika 
tergolong kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime), karena menyebabkan hancurnya masa 
depan generasi muda dan membahayakan 
Ketahanan Nasional Indonesia (UU No. 
35/2009). 
Beberapa faktor yang menghambat 
upaya penegakan hukum terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika yang dinilai 
penulis, pertama penggunaan sistem pidana 
minimal dalam peraturan perundang-
undangan (berhubungan dengan materi 
perundang-undangan).  Penggunaan sistem 
pidana minimal dalam Undang - Undang 
Nomor 35 Tahun 2009  Tentang Narkotika 
memperkuat asumsi bahwa Undang – Undang 
tersebut memang diberlakukan untuk 
memidanakan masyarakat yang berhubungan 
dengan narkotika. Penggunaan pidana 
minimal juga akan menutup hakim dalam 
menjatuhkan putusan walaupun di dalam 
prakteknya, hakim dapat menjatuhkan 
putusan kurang dari pidana minimal, padahal, 
dengan karakter kejahatan yang terorganisir, 
tindak pidana narkotika merupakan salah satu 
bentuk kejahatan inkonvensional yang 
dilakukan secara sistematis, menggunakan 
modus operandi yang tinggi dan teknologi 
canggih, serta dilakukan secara terorganisir 
(organized crime) dan sudah bersifat 
transnasional (transnational crime), sehingga 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
menurut penulis tidak pantas menggunakan 
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ancaman pidana minimal. Upaya 
pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika tidak didukung sarana atau fasilitas 
yang memadai, sehingga kesan yang 
terbangun adalah hukum selalu tertinggal oleh 
peristiwa pidana karena reaksi yang terlambat 
oleh penegak hukum. 
Kedua, kesadaran hukum. Dalam hal ini 
pelaku kejahatan, penegak hukum dan 
masyarakat adalah subjek-subjek sosial yang 
disebut manusia, selaku subjek sosial, 
manusia dilengkapi dua alat  yang tidak 
dimiliki oleh makhluk-makhluk lain, yaitu 
akal dan rasa. Dua  alat tersebut berfungsi 
untuk menaksir baik-buruk dan benar-salah, 
maka tingkat efektifitas hukum tergantung 
pada tingkat kesadaran hukum yang dimiliki 
manusianya (individu dan masyarakat).  
Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang 
muncul dari hati nurani dalam mengakui dan 
mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan 
yang terdapat didalamnya.kesadaran hukum 
artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh 
dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari 
manusia sebagai individu atau masyarakat 
untuk melaksanakan pesan-pesan yang 
terdapat dalam hukum. Kesadaran hukum 
dapat diartikan sebagai proses emanasi 
normatif, yakni kesatuan transendental antara 
kehidupan manusia yang isoterik dengan 
peraturan dan hukum yang membawa 
kehidupan pribadi dan sosialnya (Saebani, 
2007: 197). Demikian halnya, penulis 
berpendapat tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika akan terus terjadi bahkan cenderung 
meningkat manakala kesadaran hukum sangat 
minim.  
Ketiga, sarana dan prasarana.Sarana dan 
prasarana sangat penting untuk menunjang 
segala gerak dan aktifitas penegak hukum dan 
sebagai kontrol masyarakat yang ingin 
memberikan data atau informasi setiap tindak 
kejahatan yang terjadi.Dengan modus 
kejahatan yang semakin canggih dan 
terorganisir oleh alat yang modern, tentu saja 
dibutuhkan perangkat tekhnologi sebagai 
penyeimbang atau melebihi alat yang dimiliki 
pelaku kejahatan tersebut (Ibid: 197). 
Dari observasi awal (1 Desember 2014), 
bahwa kasus Narkoba DI Kota Palu 3 (tiga) 
tahun terakhir yang ditangani oleh Badan 
Narkotika Nasional (BNN)  Kota Palu 
ditemukan data kasus penyalahgunaan 
narkotika di Kota Palu pada tahun 2012 
berjumlah 85 Kasus. berbeda dengan kasus 
pada tahun 2012, angka ini menurun menjadi 
49 kasus pada tahun 2013. Namun, hingga 
bulan November Tahun 2014 jumlah kasus 
penyalahgunaan narkotika justru bertambah 
menjadi 55 kasus.Hal ini menunjukkan bahwa 
kasus penyalahgunaan narkotika masih sangat 
mengkuatirkan, apalagi data yang terkumpul 
merupakan jumlah yang terdata, bukan tidak 
mungkin angka yang tidak terdeteksi (terdata) 
jauh lebih tinggi jumlahnya. sehingga nampak 
bahwa peredaran dan penyalahgunaan 
Narkotika di Kota Palu masih cukup tinggi, 
walaupun sudah menurun jika dibandingkan 
pada tahun 2012, namun lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan tahun 2013. 
Dengan demikian, maka yang menjadi 
rumusan permasalahan dalam penulisan ini 
adalah, sebagai berikut : 1) Efektifitas 
penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika di Kota Palu; 2) 
Faktor-faktor penghambat dalam penerapan 
Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika di Kota Palu. 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk 
mengetahui efektifitas penerapan Undang - 
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika di Kota Palu; 2) Untuk mengetahui 
faktor-faktor penghambat dalam penerapan 
Undang – Undang Nomor  35 Tahun 2009 
tentang Narkotika di Kota Palu. 
Manfaat penelitian ini adalah : 1) Secara 
Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu 
pengetahuan hukum dalam pengembangan 
hukum pidana serta memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
pada umumnya, dan khususnya yang 
berkaitan dengan strategi pengendalian dan 
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pengawasan peredaran Narkotika di Kota 
Palu; 2) Secara praktis, merupakan 
rekomendasi bagi pemerintah kepada pihak-
pihak terkait, khususnya bagi pemerintah 
Kota Palu yang berkaitan dengan strategi 
pengendalian dan pengawasan peredaran 
Narkotika di Kota Palu. 
 
METODE 
 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah 
yuridis empiris. Menurut Soekanto, penelitian 
ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan 
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 
dengan jalan menganalisa dan dengan 
mengadakan pemeriksaan yang mendalam 
terhadapa fakta tersebut, untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas 
masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta 
tersebut (Soerjono Soekanto, 1986: 2-3).  
Permasalahan utama dalam penelitian 
ini adalah berhubungan dengan efektifitas 
penerapan undang-undang nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika di Kota Palu.Karena 
itu, Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
sosiologis (empiris) dengan pendekatan 
deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif 
kuantitatif yaitu dengan menggambarkan 
setting sosial dimasyarakat dan bekerjanya 
hukum dalam proses peradilan dengan 
meneliti langsung terhadap objek penelitian 
sehingga menghasilkan sebuah data valid 
terhadap implementasi peraturan perundang-
undangan  dalam penjatuhan sanksi pelaku 
tindak pidana. Penelitian difokuskan pada 
penelitian terhadap implementasi perundang-
undangan terhadap perkembangan kasus 
narkotika di Kota Palu. 
Pendekatan penelitian adalah Efektifitas 
Hukum, yang mengunakan variabel Kaidah 
hukum/ peraturan itu sendiri, Petugas/ 
Penegak Hukum, Sarana yang digunakan 
Penegak hukum, Kesadaran Masyarakat, 
maka akan kita dapatkan ungkapkan bahwa 
operasional variabelnya adalah: 1) Kaidah 
hukum/ peraturan itu sendiri. Hal ini dapat 
dilihat dengan mengunakan indikator 
Konsistensi Aturan; 2) Petugas/ Penegak 
Hukum, mengunakan indikator Kualitas dan 
Kuantitas Petugas; 3) Sarana yang digunakan 
penegak hukum, dilihat dari Sumber Daya 
Peralatan; 4) Kesadaran Masyarakat , dilihat 
dari indikator Inisiatif dan Partisipasi 
masyarakat. 
Bahan Hukum Primer adalah yaitu data 
yang diperoleh secara langsung dari sumber 
data pertama atau objek penelitian. Dalam 
penelitian ini data primer diperoleh dari hasil 
wawancara calon peneleti dengan pegawai 
pada BNK Kota Palu dan Pegawai Negeri 
Palu, yaitu suatu metode pengumpulan data 
dengan menulis  pertanyaan yang telah 
disusun dalam daftar pertanyaan yang berupa 
kuesioner penelitian dan melakukan 
wawancara  yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diteliti.  Data Sekunder 
yaitu data yang diperoleh secara tidak 
langsung dari objek yang diteliti, antara lain: 
buku-buku, laporan penelitian, tulisan para 
ahli, peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan objek yang diteliti. 
Pengumpulan data dilakukan melalui: 1) 
Observasi dilakukan dengan pengamatan 
langsung terhadap tahapan-tahapan 
penyidikan kasus yang berhubungan dengan 
penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat 
langsung sampel kasus narkotika yang sedang 
dalam proses oleh BNN Kota Palu; 2) 
Wawancara Teknik wawancara dilakukan 
dengan metode “open-ended” dengan 
maksud mengetahui pandangan responden 
secara mendalam  terhadapobjek penelitian 
dan memperoleh informasi perihal 
perkembangan kasus narkotika di Kota Palu; 
3) Studi Pustaka Mencari literatur – literatur 
ilmiah dalam bentuk jurnal / buku yang 
mendukung proses kajian penelitian; 4) 
Dokumentasi Melakukan penelusuran data – 
data, baik dalam bentuk softcopy  maupun 
dalam bentuk hardcopy. 
J. Supranto menyatakan, secara 
kuantitatif, analisis data diartikan sebagai 
berikut : 1) Membandingkan dua hal atau dua 
nilai variable untuk mengetahui selisih atau 
Mohamad Aidil.  Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika …………………17 
 
rasio, kemudian menyimpulkan. Yang 
dibandingkan bisa jumlah, rata-rata, proporsi, 
dan berbagai nilai koefisien; 2) Memecah atau 
menguraikan suatu keseluruhan (totality) 
menjadi bagian-bagian atau komponen-
komponen yang lebih kecil untuk mengetahui: 
a) Komponen yang menonjol (mempunyai 
nilai atau sifat yang ekstrim), b) 
Membandingkan dua komponen untuk 
mengetahui selisih atau rasio, c) 
Membandingkan suatu komponen dengan 
totalitas untuk mengetahui proporsi/ 
persentase; 3) Analisis juga memperkirakan 
kuatnya hubungan, besarnya pengaruh 
kemudian memperkirakan atau meramalkan 
nilai Y kalau nilai X yang berkolerasi dengan 
Y sudah diketahui (J. Supranto: 210). Data 
yang diperoleh dari penelitian akan 
diharapkan menyatakan suatu hubungan atau 
kerterkaitan antara perundang-undangan 
dalam hal ini Undang - Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara 
pidana, data yang diperoleh kemudian 
dianalisis dengan menggunakan analisis 
kuantitatif. Dari analisis tersebut 
menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif 
kualitatif artinya, menggambarkan kenyataan 
yang berlaku dan berkaitan dengan efektifitas 
penerapan undang-undang nomor 35 Tahun 
2009  Tentang Narkotika di kota Palu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Efektifitas Penerapan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
Proses pembangunan harus diupayakan 
agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan 
(sustainable development) di setiap sektor dan 
lintas sektoral. Soerjono Soekanto dalam 
tulisannya mengemukakan “Pembangunan 
merupakan perubahan terencana dan teratur 
yang antara lain mencakup aspek-aspek 
politik, ekonomi, demografi, psikologi, 
hukum, intelektual maupun 
teknologi”.(Soerjono Soekanto 1986 : 11) 
Salah satu bagian penting dari gerakan 
pembangunan adalah pembangunan hukum. 
Mengenai pembangunan hukum, Otje Salman 
dan Anton F. Susanto berpendapat bahwa 
pembangun hukum ini harus mencakup tiga 
aspek yang secara simultan berjalan melalui 
langkah-langkah strategis, mulai dari 
perencanaan pembuatan aturan (legislation 
planning), proses pembuatannya (law making 
procces), sampai kepada penegakan hukum 
(law enforcement) yang dibangun melalui 
kesadaran hukum (law awareness) 
masyarakat (Ofje Salman; Anton F Susanti, 
2009: 154). 
Penegakan hukum merupakan hal yang 
sangat esensial dan substansial dalam negara 
hukum sebab sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu 
unsur untuk menciptakan atau memulihkan 
keseimbangan tatanan di dalam masyarakat 
adalah penegakan hukum 
(http://sudiknoartikel.blogspot.com). Satjipto 
Rahardjo dalam bukunya yang berjudul 
“Masalah Penegakan Hukum” menyatakan 
bahwa: Penegakan hukum pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi (kebijakan) 
yang membuat keputusan hukum tidak secara 
ketat diatur undang-undang melainkan juga 
berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan 
etika.Oleh karena itu pertimbangan secara 
nyata hanya diterapkan selektif dalam 
masalah penanggulangan kejahatan (Satjipto 
Rahardjo, 1995: 80). 
Wayne La Favre menjelaskan bahwa 
“penegakan hukum sebagai suatu proses, pada 
hakikatnya merupakan penerapan diskresi 
yang menyangkut membuat keputusan yang 
tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, 
akan tetapi mempunyai unsur penilaian 
pribadi” (Soerjono Soekanto, 1986: 7).  
Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang 
berjudul Etika Profesi Hukum 
mengungkapkan bahwa “penegakan hukum 
dapat dirumuskan sebagai usaha 
melaksanakan hukum sebagaimana mestinya 
dan jika terjadi pelanggaran memulihkan 
hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan 
kembali.” Lebih lanjut dengan mengutip 
pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa ada 
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empat norma penting dalam penegakan 
hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, 
kepatutan dan kejujuran (Abdulkadir 
Muhammad, 2006: 115). Dengan demikian 
dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan 
dengan penegakan hukum adalah bagian dari 
pembangunan hukum yang mengarah pada 
upaya-upaya menerapkan hukum untuk 
mengembalikan keseimbangan dalam tatanan 
kehidupan masyarakat. 
Penegakan hukum (law enforcement) 
dibangun melalui kesadaran hukum (law 
awareness) masyarakat.Mengenai kesadaran 
hukum ini, Ewick dan Silbey membagi 
kesadaran hukum menjadi tiga bentuk yakni 
consciousness as attitude (kesadaran sebagai 
sikap), consciousness as epiphenomenon 
(kesadaran sebagai epiphenomenon) dan 
consciousness as cultural practice (kesadaran 
sebagai praktik kultural). Konsep dari 
kesadaran sebagai sikap menunjukkan bahwa 
kelompok-kelompok sosial dari semua ukuran 
dan tipe (keluarga-keluarga, kelompok-
kelompok sebaya, kelompok-kelompok kerja, 
perusahaan-perusahaan, komunitas-
komunitas, institusi-institusi hukum dan 
masyarakat-masyarakat), muncul dari 
tindakan-tindakan bersama individu-individu 
(Achmad Ali : 314). 
Penegakan hukum sebagai bentuk 
perlindungan bagi pelaku dapat ditelaah dari 
teori-teori pemidanaan yang semakin hari 
semakin berkembang.Teori-teori pemidanaan 
(prevensi dan gabungan) semakin 
dikembangkan menuju arah perlindungan dan 
keseimbangan kepentingan antara offender 
dengan victim.Perkembangan inilah yang 
melahirkan ide mengenai teori individualisasi 
pemidanaan. Seldonm Gluack menyatakan 
bahwa individualisasi pemidanaan 
menunjukkan corak atau model perawatan 
narapidana yang tegas dan dibedakan dari 
tahap satu ke tahap berikutnya.Keputusan 
tentang perawatan narapidana sebaiknya 
dibuat oleh suatu lembaga khusus yang 
berkualitas dalam melakukan evaluasi dan 
penafsiran terhadap diri pelanggar dari sisi 
psikiatri, psikologis dan data 
sosiologis.Gluack (Widodo: 123). Selanjutnya 
mengemukakan mengenai empat prinsip yang 
mendasari individualisasi pemidanaan yaitu: 
a. Bentuk perlakuan (kalimat-menerapkan) 
dari proses harus tajam dibedakan dari fase 
temuan rasa bersalah. 
b. Keputusan untuk pengobatan harus 
dilakukan oleh dewan atau pengadilan 
khusus yang berkualitas dalam interpretasi 
dan evaluasi psikiatri, psikologis, dan 
sosiologis. 
c. Pengobatan harus dimodifikasi secara jelas 
dalam kemajuan laporan ilmiah. 
d. Hak individu harus dijaga terhadap 
kemungkinan kesewenang-wenangan atau 
tindakan melanggar hukum lainnya pada 
bagian dari perlakuan pengadilan. 
Penegakan hukum ditujukan untuk 
kepentingan pelaku yakni menjamin hak-hak 
tersangka atau terdakwa dalam setiap proses 
hukum yang dijalaninya serta mengubah 
perilaku jahat dari warga binaan (apabila ia 
divonis bersalah dan dipidana dengan pidana 
penjara) melalui pemidanaan terhadapnya. 
Penyalahgunaan Narkotika merupakan 
tindak pidana yang masuk dalam kategori 
kejahatan luar biasa, disebut luar biasa karena 
berdampak luas dan sangat mematikan 
bahkan berpotensi mengancam stabilitas 
Negara.sebab itu, pemerintah senantiasa 
menyebutkan bahwa Indonesia berada dalam 
kondisi darurat narkoba. Melalui Badan 
Narkotika Nasional (BNN), bangsa Indonesia 
menyatakan perang terhadap narkotika 
dengan cara melakukan razia, penangkapan 
hingga penuntutan terhadap gembong atau 
pengedar dengan ancaman hukuman mati. 
hasilnya, banyak pengedar maupun pemakai 
narkotika tertangkap dengan berbagai profesi 
dan kelompok usia. 
Secara kasak mata, banyak pihak 
menganggap bahwa peredaran gelap narkotika 
justru semakin bertambah dan dengan modus 
operandi yang berbeda pula, hal ini sangat 
jelas saat pengungkapan otak pelaku 
pengedaran narkotika di media cetak dan 
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elektronik sehingga patut untuk dipertanyakan 
apa titik lemah implementasi undang-undang 
nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 
khususnya di Kota Palu.  berikut hasil 
penelitian terhadap efektifitas penerapan 
undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika di kota palu: 
 
Tabel 1. Materi Undang-Undang terhadap 
Pemberantasan Narkoba 
Jawaban  Jumlah 
Responden  
Persentase  
Ya 40 80.00 
Tidak 6 12.00 
Bisa jadi 3 06.00 
Ragu-ragu 1 02.00 
Total 50 100 % 
Sumber Data : Quisioner Responden 
(Masyarakat), 2015 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa 
mayoritas responden yang berasal dari 
Kepolisian Resort Palu, Badan Narkotika 
Nasional Kota Palu, Lembaga 
pemasyarakatan Kelas II A Palu, Kejaksaan 
Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Palu 
menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah 
mengakomodasi pemberantasan Tindak 
Pidana narkotika khususnya di kota Palu, 
adapun alasan yang disampaikan responden 
cukup beragam yaitu :  
1. Responden yang menjawab (ya) Pasal 
demi pasal telah memuat segala aspek 
yang berhubungan dengan jenis, prosedur 
maupun ancaman hukuman yang berat bagi 
pengguna maupun pengedar narkotika dan 
banyak pengguna maupun pengedar 
narkotika yang dijerat berdasarkan aturan 
yang termuat dalam isi Undang-Undang 
tersebut. Adapula responden yang 
memberikan catatan perlunya perbaikan 
dan perubahan Pasal, khususnya yang 
berhubungan dengan Narkotika jenis baru. 
2. Responden yang menjawab (tidak) 
menganggap bahwa jumlah pemakai 
cenderung meningkat. 
3. Responden yang menjawab (bisa jadi) 
menganggap Undang-Undang sudah 
mengakomodasi, tetapi belum maksimal 
dalam hal tindakan, karena itu  harus ada 
kerja sama yang lebih erat untuk 
memaksimalkan kerja BNN dan 
Kepolisian. 
4. Responden yang menjawab (ragu-ragu) 
tidak memberikan alasan. 
 
Tabel 2. Implementasi Undang-Undang Dalam 
Kaitannya dengan Jumlah Tindak 
Pidana Narkotika 
Jawaban  Jumlah 
Responden 
Persentase 
Ya  4 08.00 
Tidak  40 80.00 
Bisa jadi  03 06.00. 
Ragu-ragu  03 06.00 
Total 50 100 % 
Sumber Data : Kepolisian Resort Palu, 2015 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa 
mayoritas responden yang berasal dari 
Kepolisian Resort Palu, Badan Narkotika 
Nasional Kota Palu, Lembaga 
pemasyarakatan Kelas II A Palu, Kejaksaan 
Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Palu 
menganggap bahwa tindak pidana narkotika 
di kota Palu tidak menurun, dan justru 
semakin meningkat. Adapun alasan yang 
disampaikan responden yaitu : 
1. Responden yang menjawab (ya) beralasan 
bahwa peringkat pengguna narkotika yang 
awalnya peringkat ke-7 turun keperingkat 
ke-23 selain itu adapula tersangka yang 
tertangkap dan menyerahkan diri untuk 
direhabilitasi.  
2. Responden yang menjawab (tidak) 
menganggap bahwa jumlah pemakai  
maupun pengedar semakin meningkat, hal 
ini karena fakta bahwa Polres Palu banyak 
menangani maraknya kasus narkoba. 
Selain itu, narkotika sudah menjangkau 
hingga pada usia pelajar dan anak-anak, 
seperti yang terungkap pada saat razia.  
Pihak Lapas juga mengatakan 60 % 
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penghuni (terpidana) lapas adalah 
pengguna dan pemakai narkotika.  
3. Responden yang menjawab (bisa jadi) 
menganggap kesadaran masyarakat sudah 
meningkat tentang bahaya narkotika.   
4. Responden yang menjawab (ragu-ragu) 
karena tidak ada tolak ukur tentang turun 
tidaknya peredaran narkotika. 
 
Tabel 3. Efek Jerah 
Jawaban  Jumlah 
Responden 
Persentase  
Ya  21 42.00 
Tidak  12 24.00 
Bisa jadi  9 18.00 
Ragu-ragu  8 16.00 
Total  50 100 % 
Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 
A Palu, 2015. 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa 
mayoritas jawaban dari responden yang 
berasal dari Kepolisian Resort Palu, Badan 
Narkotika Nasional Kota Palu, Lembaga 
pemasyarakatan Kelas II A Palu, Kejaksaan 
Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Palu ada 
efek jerah atas pemberlakuan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
namun menariknya, banyak pula yang 
menganggap bahwa Undang-Undang tersebut 
tidak memiliki efek jerah karena 
kenyataannya tindak pidana narkotika di kota 
Palu tidak menurun, dan justru semakin 
meningkat bahkan alasan yang disampaikan 
oleh responden yang menjawab (Ya) disertai 
catatan yang mengatakan efek jerah akan ada 
apabila antara ancaman hukuman dalam 
Undang-Undang dan vonis pengadilan 
beriringan (sama).  Adapun alasan yang 
disampaikan responden yaitu : 
1. Responden yang menjawab (ya) beralasan 
bahwa bagi yang memahami ancaman 
hukuman dalam Undang-Undang yang 
cukup berat akan jerah, disamping itu akan 
ada efek jerah apabila terdapat kesesuaian 
antara vonis dengan ancaman pasal dalam 
Undang-Undang tersebut. 
2. Responden yang menjawab (tidak) 
menganggap bahwa jumlah pemakai  
maupun pengedar justru semakin 
meningkat, selain itu, masih banyak ex 
napi yang kembali tertangkap karena kasus 
narkotika hal ini karena sebagian 
menganggap Undang-Undang hanya untuk 
menakut-nakuti saja, faktanya antara 
ancaman hukuman dan vonis hakim selalu 
berbeda dan cenderung ringan, catatan lain, 
responden mengatakan masih ada 
permainan oknum aparat sehingga tuntutan 
menjadi ringan. 
3. Responden yang menjawab (bisa jadi) jika 
Undang-Undang terebut benar-benar 
ditegakkan, antara Pasal dan Vonis 
pengadilan, menganggap kesadaran 
masyarakat sudah meningkat tentang 
bahaya narkotika. 
4. Responden yang menjawab (ragu-ragu) 
karena masih banyak pelaku yang 
mengulangi perbuatannya. 
 
Tabel 4. Sarana dan prasarana Pendukung 
Jawaban  Jumlah 
responden  
Persentase  
Ya  13 26.00 
Tidak  22 44.00 
Bisa jadi  4 08.00 
Ragu-ragu  11 22.00 
Total 50 100 % 
Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kota 
Palu, 2015 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa 
mayoritas jawaban dari responden yang 
berasal dari Kepolisian Resort Palu, Badan 
Narkotika Nasional Kota Palu, Lembaga 
pemasyarakatan Kelas II A Palu, Kejaksaan 
Negeri Palu dan Pengadilan Negeri Palu 
mengatakan sarana dan prasarana yang 
diperlukan BNN belum memadai dengan 
catatan penting yaitu adanya pusat rehabilitasi 
di Kota Palu dan penyidik BNN yang belum 
sepenuhnya mandiri.  Adapun alasan yang 
disampaikan responden yaitu : 
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1. Responden yang menjawab (ya) beralasan 
bahwa banyaknya kasus yang terungkap 
oleh BNN membuktikan bahwa sarana dan 
prasarana yang diperlukan BNN telah 
memadai, disamping faktor dukungan 
masyarakat yang memberikan informasi 
yang penting dalam pemberantasan 
narkotika. 
2. Responden yang menjawab (tidak) 
menganggap bahwa sarana dan prasarana 
khususnya IT belum memadai, bila 
dibandingkan modus peredaran gelap 
narkotika yang semakin beragam dan 
canggih. disamping itu, seksi 
pemberantasan belum ada di BNN Kota 
Palu, sehingga BNN dalam aspek 
pemberantasan masih berkoordinasi 
dengan pihak kepolisian, dan artinya untuk 
membentuk seksi pemberantasan harus 
didukung oleh sarana yang memadai pula. 
3. Responden yang menjawab (bisa jadi) jika 
mengatakan hal itu bisa saja terjadi, namun 
hal itu lebih didukung oleh pengetahuan 
masyarakat, sehingga banyak kasus 
terungkap dengan tanpa bantuan sarana 
dan prasarana dari BNN. 
4. Responden yang menjawab (ragu-ragu) 
mengatakan bahwa sarana dan prasarana 
sangat penting, namun BNN Kota Palu 
masih terkendala tempat rehabilitasi, dan 
saat ini BNN hanya bekerja sama dengan 
pihak Rumah Sakit saja, sehingga kurang 
maksimal, selain itu banyaknya kasus yang 
terungkap bisa jadi bukan karena sarana 
dan prasarana yang memadai, namun 
karena kasus yang semakin meningkat 
yang tidak diimbangi sarana dan prasarana 
yang memadai. 
Tabel 5. Penambahan Sarana dan Prasarana 
Jawaban  Jumlah 
responden  
Persentase  
Ya  48 96.00 
Tidak  0 0 
Bisa jadi  2 04.00 
Ragu-ragu  0 0 
Total 50 100 % 
Sumber Data : Kejaksaan Negeri Palu, 2015. 
Tabel 5. menunjukkan bahwa mayoritas 
(mendekati sempurna) jawaban dari 
responden yang berasal dari Kepolisian 
Resort Palu, Badan Narkotika Nasional Kota 
Palu, Lembaga pemasyarakatan Kelas II A 
Palu, Kejaksaan Negeri Palu dan Pengadilan 
Negeri Palu mengatakan perlu adanya 
penambahan sarana dan prasarana dalam 
rangka pelaksanaan tugas pemberantasan 
tindak pidana narkotika.  Adapun alasan yang 
disampaikan responden yaitu : 
1. Responden yang menjawab (ya) beralasan 
bahwa perlu ada penambahan sarana dan 
prasarana karena di Kota Palu telah banyak 
pengedar narkotika. Sarana dan prasarana  
berupa tekhnologi yang modern karena 
para pelaku bekerja dengan terorganisir,  
dengan modus yang berubah-ubah dan 
modern pula. Perlu ada penjara khusus 
bagi terpidana narkotika dan alat untuk 
mendeteksi lokasi pelaku dan khususnya 
kota Palu harusnya ada tempat rehabilitasi 
pengguna narkotika 
2. Responden yang menjawab (bisa jadi) 
tidak memberi alasan yang signifikan. 
 
Faktor Penghambat Penerapan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika di Kota Palu 
Kapan suatu aturan atau undang-undang 
dianggap tidak efektif berlakunya ? 
jawabannya tentu saja jika sebagian besar 
warga masyarakat tidak menaatinya. Namun 
demikian, jika sebagian besar warga 
masyarakat terlihat menaati aturan atau 
undang-undang tersebut, maka ukuran atau 
kualitas efektifitas aturan atau undang-undang 
itu pun masih dapat dipertanyakan. Berikut 
penulis gambarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan/efektifitas hukum 
sebagaimana menurut Soerjono Soekanto  
yaitu: 
 
Kaidah hukum/peraturan itu sendiri.  
Kaidah hukum berhubungan erat 
dengan pembentukan hukum itu sendiri 
apakah sesuai dengan kebutuhan dan 
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kepentingan masyarakat ataukah hanya 
sebuah pesanan belaka (komoditas politik). 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi 
komoditas biasanya kurang memperhatikan 
penegakan hukum (Zainuddin Ali: 132). Jika 
demikian yang terjadi, pada akhirnya upaya 
penegakan hukum hanya akan sia-sia dan 
hanya bermakna catatan-catatan yang tertuang 
dalam aturan, dalam arti hanya bernilai 
simbolik. Hukum tidak akan efektif sesuai 
fungsinya karena tidak dapat mengakomodasi 
kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara 
umum.  
 
Petugas/penegak hukum.  
Adanya penegak hukum berfungsi 
untuk menyempurnakan tujuan hukum, yakni 
terpenuhinya ketertiban dan rasa keadilan 
masyarakat.Penegak hukum adalah pemegang 
hak dan kewajiban dalam pengawasan dan 
berlaku efektifnya sebuah undang-undang 
atau hukum itu sendiri.Karena itu, mereka 
adalah citra hukum itu sendiri, dapat 
dikatakan bahwa penegak hukum adalah 
hukum yang berjalan (aktif), untuk merubah 
masyarakat tentu penegak hukum seharusnya 
paham pada aturan dan terlebih dahulu 
mengimplementasikan hukum dalam dirinya 
sendiri. 
 
Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh 
penegak hukum 
Argumentasi yang cukup sederhana 
dapat menerangkan bahwa sarana dan fasilitas 
yang digunakan oleh penegak hukum sangat 
penting, yaitu dengan modus kejahatan yang 
begitu modern dan perangkat kejahatan yang 
sedemikian canggih, tentu harus diimbangi 
atau bahkan harus melampaui modus dan 
perangkat kejahatan.Sehingga kinerja penegak 
hukum lebih cepat, terukur dan terkoordinasi 
secara maksimal.Contoh sederhana misalnya, 
dengan hanya modal mesin tik kinerja 
penegak hukum tentu saja tidak bisa 
dibandingkan dengan tenaga komputer yang 
digunakan pelaku kejahatan. Atau misalnya, 
dengan kapasitas hanya 50 orang penghuni 
lapas, tetapi harus menampung 150 orang 
NAPI tentu akan memicu masalah baru, 
karena faktanya berbagai kerusuhan di lapas 
berawal dari over kapasitas dalam lapas 
tersebut.  
 
Kesadaran masyarakat.  
Kesadaran masyarakat pada intinya 
berhubungan dengan budaya, Zainuddin Ali 
menyatakan, berfungsinya hukum tergantung 
faktor derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan 
dalam masyarakat juga akan menentukan 
tertib hukum yang sebenarnya (Zainuddin Ali: 
37). 
Tertib masyarakat yang dimaksud 
dalam hal ini derajat kepatuhan masyarakat 
menurut, Satjipto Rahardjo
 
 didukung oleh 
tiga tatanan yaitu kebiasaan, hukum, dan 
kesusilaan.Kebiasaan selalu dekat dengan 
kehidupan nyata manusia, karena kebiasaan 
merupakan perbuatan yang terus menerus 
dilakukan dan kemudian menjelma menjadi 
norma kebiasaan.Satjipto rahardjo: 14).  
Sebuah aturan yang terus menerus dilakukan 
entah sadar atau terpaksa akan menjadi 
kebiasaan.  
Setelah aturan itu dilakukan secara terus 
menerus kemudian menghasilkan kebiasaan, 
maka tatanan hukum akan memainkan 
perannya, hukum akan berada pada posisi 
ditengah yakni antara kebiasaan dan 
kesusilaan. Masyarakat melalui 
perwakilannya akan membentuk aturan yang 
merupakan hasil kesepakatan bersama dalam 
masyarakat dan disetujui untuk dilaksanakan. 
Pada tatanan ketiga yaitu kesusilaan, adalah 
perkembangan dari kebiasaan dan hukum itu 
sendiri.Kesusilaan tidaklah dimaknai dengan 
kehendak, sikap egoisme atau mungkin 
keterpaksaan, melainkan sesuatu yang terjadi 
begitu saja.Inilah yang disebut oleh Satjipto 
Rahardjo sebagai insan kamil. Pada bagian 
ini, penulis lebih khusus menyatakan faktor 
agama sangat berperan penting dalam 
membentuk karakter dan kesadaran hukum, 
sebab agama sepanjang sejarah manusia 
memegang peranan dalam perkembangan 
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hukum. Baik dalam kondisi serba modern 
maupun tradisional, agama sangat 
dibutuhkan. 
Pendapat Satjipto Rahardjo setidaknya 
mewakili Teori Behaviorisme yang 
menitikberatkan aspek psikologis seseorang. 
Teori behaviorisme dalam disiplin sosiologi 
ialah teori yang berkarakter psikologis, yang 
mengajarkan bahwa manusia tidak 
dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan, 
emosional, ketahanan tubuh, penyakit 
bawaan, genetik), tetapi faktor yang lebih 
penting untuk mengetahui sikap tindak 
manusia dan yang memengaruhi serta 
membentuk tingkah laku manusia ialah 
kebiasaan yang terus-menerus dilakukannya 
sebagai respon terhadap lingkungannya, 
respon ini dapat diidentifikasi dan diukur 
untuk mengetahui seberapa besar respon yang 
diberikan terhadap stimulus internal maupun 
eksternal. Respon oleh manusia terhadap 
lingkungannya melalui faktor-faktor stimulus 
tersebut dapat dibentuk atau dimodifikasi 
dengan jalan pemberian hadiah (reward), atau 
dengan jalan pengadaan berbagai bentuk 
discouragement atau hukuman dalam sebuah 
proses eksperimen yang disebut dengan 
conditioning (Munir Fuady, 2011: 234-244). 
Teori behavorisme pada dasarnya ingin 
menyampaikan sebuah pesan bahwa tingkah 
laku manusia lebih dipengaruhi pada tingkat 
kesadaran seseorang, namun titik lemah teori 
ini justru pada faktor stimulus, sebut saja 
dengan jalan pemberian hadiah atau justru 
hukuman, maka tingkat kepatuhan pada 
hukum akan dilakukan atas dasar “sesuatu”, 
atau dengan kata lain hanya sekedar 
menggugurkan kewajiban. Tentu hal ini akan 
sangat tidak efektif untuk membentuk sikap 
manusia, karena manusia pada akhirnya akan 
mengenyampingkan akal sebagai anugerah 
Tuhan, jika demikian kejahatan akan terus 
menerus dilakukan, kalaupun berhenti hanya 
karena takut akan hukuman atau justru karena 
adanya hadiah.  
Selanjutnya, berkaitan dengan hukum 
pidana, penting kiranya bagaimana hukum 
pidana yang termuat secara detil dalam 
produk perundang-undangan tersebut bekerja 
untuk mencapai tujuannya, sehingga dapat 
diketahui apakah hukum pidana telah berlaku 
secara efektif.  Sebagaimana telah mahfum 
dipahami bahwa “pidana” adalah bentuk 
respon atas tindak kejahatan, dalam hal ini 
Negara terlibat secara aktif bekerja karena 
suatu tindak pidana akan berdampak pada 
kepentingan umum yang akan mengganggu 
ketentraman, ketertiban dan keamanan 
masyarakat.  
Tujuan hukum pidana menurut H. 
Juhaya S. Praja
 
 adalah Teori Absolut dan 
Relatif. Teori absolut mengatakan bahwa 
sanksi hukum dijatuhkan sebagai pembalasan 
terhadap para pelaku karena telah melakukan 
kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan 
terhadap orang lain atau anggota masyarakat. 
Adapun teori relatife (doeltheori) dilandasi 
oleh tujuan (doel) yaitu :  1) menjerakan, 2) 
memperbaiki pribadi terpidana, dan 3) 
membinasakan atau membuat terpidana tidak 
berdaya (H. Juhaya S. Praja, 2011: 89). 
Namun, dalam hal penjatuhan hukuman, pada 
dasarnya bertujuan untuk melindungi dan 
memelihara ketertiban hukum guna 
mempertahankan keamanan dan ketertiban 
masyarakat sebagai satu kesatuan (for the 
public as awhole).Hukum pidana tidak hanya 
melihat penderitaan korban atau penderitaan 
terpidana (not only for the person injured), 
tetapi melihat ketentraman masyarakat 
sebagai satu kesatuan yang utuh (Leden 
Marpaung, 2011: 90). 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, 
maka dapat di simpulkan bahwa: 
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 
Tahun.2009 di Kota Palu belum optimal. 
Hal ini tampak dari fakta bahwa masih 
cukup banyak kasus penyalahgunaan 
Narkotika setelah undang-undang 
narkotika berlaku.  
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2. Faktor penghambat dari pelakanaan 
Undang-Undang narkotika di Kota Palu 
adalah tidak berimbangnya jumlah 
personil/sumber daya BNN dengan 
wilayah, sarana dan prasarana belum 
memadai khususnya sarana yang berkaitan 
dengan teknologi (IT), dan yang terpenting 
adalah rendahnya kesadaran masyarakat 
akan bahaya narkotika. 
 
Rekomendasi 
Sebagaimana kesimpulan di atas, 
sehingga dalam tulisan di rekomendasi 
terhadap beberapa hal sebagai berikut : 
1. Perlunya sosialisasi Undang – Undang 
Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
khususnya penyuluhan dan advokasi. 
2. Perlunya penambahan sarana dan 
prasarana yang diperlukan dalam 
pemberantasan Narkotika, yaitu tempat 
Rehabilitasi dan Perangkat Teknologi 
Informasi (IT). 
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